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This study aims to determine the Transparency of Village Funds in the 

Development of Pulorejo Village, Tembelang District, Jombang Regency. 

Informants in this study include Village Head, Village Secretary, Planning 

Officer, BPD, Community. This research focuses on the Transparency of Village 

Fund in Pulorejo Village Development Tembelang District Jombang Regency in 

accordance with Village Law No. 6 year 2014 Article 78 paragraph 2 there are 3 

stages of village development to realize transparency. According to (Kristianten, 

2006:73) transparency can be measured through several indicators namely the 

willingness and accessibility of documents, clarity and completeness of 

information, disclosure of processes, regulatory frameworks that ensure 

transparency of the three stages of development include the stage of planning, 

implementation, supervision. 

This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data 

obtained through interview techniques and direct observation in depth in the field 

then processed into three stages, namely data reduction, data presentation to 

draw conclusions, data validity test is done at the stage of data reduction / data 

filtering using triangulation techniques not only interviews but directly sees and 

checks Cost Budget Plan (RAB) which is used as research data. 

The results showed that the Village Fund in the development of Pulorejo 

Village In Tembelang District of Jombang Regency could not be said to be 

transparent because two of the three stages were not fulfilled and performed 

properly in accordance with Village Law No. 6 of 2014 Article 78 Paragraph 2 

can be measured through trasnparansi indicator according to (Kristianten, 

2006:73). This is proven at the planning stage has been carried out properly, but 

at the implementation stage is doubtfully carried out in accordance with the 

established rules and the supervision stage is not fully good because there is still 

weak supervision from the village government and the community. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Dana Desa Dalam 

Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. 

Informan pada penelitian ini diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Perencanaan, BPD, Masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Transparansi Dana 

Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten 

Jombang sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 terdapat 3 tahapan 

pembangunan desa untuk mewujudkan transparansi. Menurut (Kristianten, 

2006:73) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yakni kesediaan 

dan aksesbilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan 

proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi dari tiga tahapan 

pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara serta observasi langsung 

secara mendalam dilapangan kemudian diproses menjadi tiga tahap yakni reduksi 

data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, uji keabsahan data dilakukan 

pada tahap reduksi data / penyaringan data dengan menggunakan teknik 

triangulasi tidak hanya wawancara saja tetapi langsung melihat dan mengecek 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan data penelitian.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Desa dalam pembangunan Desa 

Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang belum dapat dikatakan 

transparan karena dua dari ketiga tahapan tersebut tidak terpenuhi dan terlaksana 

dengan baik sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 dapat diukur 

melalui indikator trasnparansi menurut (Kristianten, 2006:73). Hal tersebut 

dibuktikan pada tahapan perencanaan sudah dijalankan dengan baik, namun pada 

tahap pelaksanaan diragukan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan dan tahap pengawasan tidak sepenuhnya baik karena masih terdapat 

lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat.  

Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Pembangunan Desa 
 


